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KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 263 I agb lB.t- DPPPA /tx/2o17

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KER.IA
PENGARUSUTAMAAN GEJVDER DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang -a-

BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa sesuai Peratrrran Presid.en Nomor 2 Tahun 2O1S
Teatang Reacaad Pembartgpxtan Jarzglca Menengah Nasional
2OL5-2019 merryatakan bahwa Penganrsutalnaan @nder
menrpakan salah satu arus utAma yang hanrs dilaksanakan
dalam pembangunan disamping Pengarusutamaan
Pembangunan yang berkelar$utan (Sustaina ble Deuelop ment )
darr tata kelola Pemerintahan yang baik (@od fuuemane);

bahwa sesuai surat edaran bersama, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 270/M.PPN llllz}Lz, Menteri
Keuangan Nomor S8.33/MK.A2l2Ol2, Menteri Dalam Negeri
Nomor O5O / 4370A/ SJ, Menteri Pemperd ayaaf,L perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 46/MPP-PA|II|2AL2 @ntatg
Strategi Nasional Percepah Penganrsutatnaart &nder
melalui Perencanaan dan Penganggararr yang Responsf
Crender;

bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan
pengintegrasian Gender melalui Penguatan Kelembagaan,
Perencanaan, Peny.usunan, pelaksarraarr, penganggaran,
Pemantauan dan evaluasi atas Kebijakan, program dan
Kegiatan yang Responsif &nder, sesuai amanai pasal 1
angka 14 Pe,raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6T Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka
dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja penganrsutamaan
C,ender (POKJA PUG) di Kabupaten Benglnrlu Utara;

bahwa untuk memfasilitasi sebagairnana dimaksud pad.a
huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk
Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Kepuhrsan Bupati
Bengkulu Utara;

Undang-Undang Danrrat Nornor 4 Talrun 1956 tentang
Pembenttrkan Daeratr Otonorn Kabupaten-Kabupaten dalam
Linglnrngan Daerah Provinsi $umatera Selatan ( kmbaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

b.

d.

Mengingat : l.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
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6.

7.

8.

9.

10.
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Tcrhadap trIanita (hwntiot et lhe DlinhAion Of Nl Form.s
Of Dtsumnation Agqinst Womafl;

Undang-Undang Nomor 25 Tatlrn 2OO4 tentat'rg Sistem
Perencanar: Pernbangunan Nasional (L€filberat'r Negara
Republik Indonesia fahun Z0O4 Nordor lO4, Tarnbihan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

undang-tJndang Nomor 23 Tahun 2014 tentqtg Pernenntahan
Daerah (ternbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 244, Tarnbahan LembarAn Negara Republik Ind.onesia
Nomor 5587) sebagaimana telah drubah beberapa kali teraldrir
dengan Undang- Undang Nomor I Tatrun 201$ tentang
Penrbahan Kedua Atas Undang-Undang Nonror 23 Tatrun 2OL4
tentang Pernerintaha.rr baerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2015 Nomqr 58, Tambatran l,ernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 2g Tatrun Lg76 tentang
Pemindahan lbu Kota. I{abupaten Daerah Tingkat II Fengkulu
Utara dari Kota Bengkr:lu (Kota Madya Daerah Tingkat I
tsenglmlu) ke Argat'nakrrrur di Kabupaten DAerah Tingkat II
Bengkulu Utara (kmbarari Negara Republik Indonesia Tahun
L976 Nomor 50, Tambatrarr I.,embaran Negara Republik
Indonesia Nornor 309 1);

Peraturan Pemerirrtah Nomor 8 Tahun 2008 tentAng Tahapan
Tata Cara PenytrsunAn, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksarraan Rencana Pembangunarr Daerah ( lembaran
Negara Republik Indonesia T6hun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor aSLTl;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ot6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4,Tambahan Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Nomor 5887);

Peraturan Menten Pernberdayaarr perernpuan d"arr
Perlindungan Anak Nornor 2 Tahun 2o1g tentang pand.uan,
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan pendarraan yang
Responstfe Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuarr dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 20Lg tentang pelimpatran
Sebagian Urusan Pemerintahan lDetconsentrasl fiaang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O1S
tentang Pembenfukan Eroduk Hukur:a Daerah (Il,erita Negara
Republik Indonesia Talrun 2015 Ngmor ZO36);

Feraturan Menteri Pemberdayaan Perempua.n dan
Perlindungan Anak Nortnor 9 Tahun 2OL6 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Peraturan Daerah Kabupaten Beng!<ulu Utara Nomor 9 Tahun
2OL6 tentang Rencana Pembarrgunan Jangka Menengatr
Daeratr Kabupaten Benglulu Utara Tahun 2AL6-2021

t2.



13.

{t€mbaran Daenah l("}nrpaEn Benghru utara Tat'r' 2aL6Nomor 9);

Perafi-rran Daeratr Kabupaten Bengtrtrlu utara Nornor 14Tahun 2016 tentang pembentukan Irrr-sr"il"r, perangkat
?":rrl, f*up*el- Bengldu Utdra (kmbaran DaerahI(abupaten Bengkulu uara-?ahun20L6 rvortJ" i+, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Benglnrru utara Nomor 9);

feSt*ra F,plti Benglrulu utara Nomor 48 Tahun 20L6tentang Kedudukaf, susunrn, daq strqkG orla,isari, n g""Pokok darr Fungsi, Tata Kerja dan pseion -i*u"t* 
DinasPernberdayaan pCrerrrpuan dan p.rfi"a""S;e"* Kabupatentsengkulu utara Trpe "A" (Berita Daerah 

-ftau"J"t"n 
BengkuruUtara Tahua 2016 Noraor 49);

1,4.

MEMUTUSXAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEENAM

Kelompok Kerja peflganrsutefiraan Genderdi Kabupd.ten BengkuluUtara, dengan Susunan serta . T\rgas, Tanggung Jawab,Kedudukan, wewenangt dan 
_ 
p.*Bi*:}*." masing_masingsebagaimana tercantum dalam Lampiran 

- i a.r, Lampiran IIKeputusan ini.

Dalam melaksanakan \g*, Kelompok Kerja pengarusutamaan
@nder bertanggung jawabaepada 

".ido 
B;gI,*rI" utara.

?:*y" -biaya yang timbut akibat. ditetapkannya keputursan inidibebankan pada Anggaran pendapatan d; u;r";fi-t"r"tKabupaten Bengkulu U-tara.

Dengan ditetapkanny_a Keput,san ini maka Keputusan BupatiB,engkuru urara Nomoi 474.24 li3giEppKBjzors t",JkgPembentr-rkan Kelompok_ Kerja, penganrsutar-naan crender diKabupaten Bengkulu rJtara,- dicabui--arrr-ainyatakan tidakberlaku.

Keputusan ini m,rai berrak, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Padatanggat 

"9 
- g - 3ot?

UTARA,

Tembusan Disamparkan Kepada l,th,

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

' H"ffLT:gara 
Pemberd'ayaan Perempuan a*, p".rina"ngan Anal< Republik rnd.onesia

f .f*:BH?;?#!$#"ff#'loaerarrrGbupatenBengkuruutara
I. f"prl" l**d13t_ Daerah Kab-upaten n"lr*ufri Utor-6. KeDafa Instansi Ver+iLal .r; rr^r,.L-^+- D.- r- t



IAMPTRAI.I I : I@TJTUSAT{ BT'PATI BENGKT'LU TARA
NOMOR 2631 A96 / DPPPA I 2Ot7
TEI{TANG KEI.OMPOK KER..IA
PENGARUSUTAI\4MI.I "GEJVDER DI
KABUPAfEN BENGKULU UTARA

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN dEJVDER POzuA PUG
I(A RUPATEN BENGKULU UTARA

Penanggung Jawab : 1. Bupati Benglnrlu Utara.
2. Wakil Bupati Benglmlu Utara.
3. Sekretaris Daeratr Kabupaten Bengforlu Utara.

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengln"rlu U tara.

: Kepala Dinas Petnberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak thbupaten Bengkulu Utara.

D Anggota POKJA Pengarqrsutamadur Gender Kabupaten Benglnrlu Utara : (selurrh
Kgpala/ Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di
Kabupaten Benglnrlu Utara dan Perguruan Tinggi, serta Ormas terkait):

Sekretaris Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah l(abupatet'r Bengkr:lu Utara.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkrrlu Utafa.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten tsenghrlu Utara.
Kepala Dinas Pengendalian Pendudr:k dan Keluarga Berencapa Kabupaten
Benglarlu UtAra.
Kepala Dinas Koperagi usaha Kecil dan Menengah Kab. Eengkulu utara.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika l(abupaten Bengkulu Utara.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkqrlu Utara.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Benglnrlu utara.
Kepala Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Bengtrulu utara.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Benglnrlu Utara.
Kepala Dinas Kearsrpan dan Pelpustakaarr Kabupaten Benglnrlu Utara.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaterr Beng*:ulu UtAra.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Benglnrlu Utara.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtilnrltura dan Peternakan Kabupaten
Benglnrlu Utara.
Kepala Dinas Penarraman Modal lhbupaten Benglnrru utara.
Kepala Dinas Perhubungan Ifubupaten Bengtflrd Utara.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Benglnrlu Utara.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bengkrlu Utara.
Kepala Dinas Perumahan Ralryat dan Kawasarr Pemukiman l(abupaten
Bengkulu Utara.
Kepala Dinas Ketenaga kedaan dan Transrnigrasi I(ab. Bengkulu Utara.
Kepala Dinas Linglinrngan Hidup l(abupaten Bengkulu Utara.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengln:lu Utara.
Kepala Baglan Hukr-m Setdakab Kabupaten penglnrlu Utara.
Kepala $atuan Polisi Pamong Praja dan Pemadqm Kebakararr Kabr*paten
Bengkulu Utara.
Kepala Karrtor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utxa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa l(ab. Bengkr.rlu Utara.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daeratr Kab. Bengkulu Utara.
Kepala Badan Kepegawaiaan dan Perrgembarrgarr SDM Kab. Benglarlu Utara.
Kepala Badan Penelitian dan Pengcmbangan l(ab. Beng!:ulu Utara-

Ketua

Sekretaris



o

37.
38.
39.
40.
4L.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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55.
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Camat Air Besi Kabupaten Bengklulu Utara.
Camat Air Padang Kabupaten tsengffiu Utara.
Camat Air Napal XaUupaten Bergllilu Utara.
lamat Artna Jaya Kabupaten eengkr:iu Utara. ,

Carnat Batikt'rau Kabupaten Benglorlu Utara.
Camat Enggano Kabupaten Benglnrlu Utara.
Camat Giri Mulya Kabupaten nJhgt<utu Utara.
Camat Hulu Pelik l(abupaten tsenglnrlu Utara.
camat Kota Arga Makmur l(Abupaten Benglinrlu utara;
Camat Ketatn:n Kabupaten Benglnrlu Utara.
Camat Kerkap Kabupaten Bengkrrlu Utara.
Camat lais lhbupaten Bengfulu Utara.
Camat Y*S? Salrti Sebelat Kabupaterr Benglnrlu Utara.
Camat Napal Putih Kabupaten Bengtnrlu UEra.
Camat Rrtri Hijau Kabupaten Bengl<rrlu Utgra.
Camat Padang Jaya Kabupaten tsenglnrlu Utara.
lamat Pinang Raya Kabupaten Bengkr"rlu Utara.
lamat lg-Ugg Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara.
ga:rrlt Ulok Kupai Kabupaten Bengln:lu Utara.
KeBala Badan F\rsat Stausfik l(ahupaten tsengln*lu [Jtarai
Kepala Kantor Kementerian Agama trGbupatei a"ngturu utara.
Kepara l(antor Pertarratran Nasionat Kabupaten Berfukrrlu utara.
Kepala Kantor knggdiliin Negeri r<abupaten Bengkriu ut r.. -
K_epala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bingrnrlu uLrra.
Komando Distrik Militer O42O Gamda prias Kab. Benglarlu Utara.
Kepala Folisi Resort rauupatl; B";gkdt- Ua;;'
l{ena{.trembaga Pemasyarakatarr Kibupaten Bengkulu utara.

J1m Penqgerak Kesejatrteraan Kefuarga Kad g"r.gt$L. utara.
Ketua Woman Crisis Cahaya perempuan Idbupaten B;ill*l" Ut"r".
Kettra Persahra' Perawat Nasional indonesia Kab. g""gil"I, ut r.
5{" Gabungan organisasi wanita Kabupaten Bengk[lu utar; ,'Rektor universitas Rahr samban KabupatC" B"ff;ffi; ud;* '

59.
60.
61.
62;
63.

\d



I.

I,AMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKT.]LU UTARA
NoMoR 263 I agb / DPPPA I 2or7
TENTANG KELOMPOK I(ER"IA
PENGARUSUTAIVIAAN GEIIDER
DI IGtsUPATEN BENGKULU UTARA.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, KEDUDUI(AI{, WEWENANG
DAN PEMBIAYAAN PENGARUSUTAMAAN GE]VDER (PUG) KABUPATEN

BENGKULU UTARA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB POIUA PENGARUSUTAMAAN GE]VDER (PUG)

1. Mempromosikan d.an memfasilitasikan Pengartrsutarnaan &nder (PUG)

dimasing-rnasing OPD dan atau Dinas Instd.nsi Bersangkutan;
2. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi tentAng Pengarusutamaan knder

Kepada Pemenntah Kabupa ten / Kota;
3. Menyrsun Program Kerja setiap Tahun
4. Mendorong terwujudnya Perencanan dan penganggaran yang responsife

Ctender
5. Men5nrsun rencana Kerja Pokja Pengarursutamaan Crender (PUG) setiap

tahun
6. Bertanggung jawab Kepada Bupati rnelalui Wekit Bupati serta

menyampaikan laporan melalui Kepala Badan Perencartaan Pembangunan
Daerah Khbupaten Bengkulu Utara

7. Merumuskan Rekomendasi Kebijakan kepada Bupati Bengkulu Utara
8. Menyusun Profil GenderBengkulu Utara
9. Melakukan Pemantauan Pelaksenaan Pengamsutamaan @nder (PUG) di

masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan atau Dinas
Instansi yang bersangkutan

10. Menetapkan Tim Teknis untuk melalnrkan Analisis terhadap Anggaran
Daerah

1 1. Men3rsun Rencana Aksi Daerah (RANDA) Pengarusutamaa.n Gender (PUG)
Kabupaten Bengkulu Utara.

12. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point Di
masing-masing OPD dan atau Dinas Instansi bersangkutan.

U. KEDUDUKAN POKJA PUG KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kelompok Kerya (POKJA) Pengarusutastaan funder (PUG) I{abupaten

Benglmlu Utara adalah sebagai wadatr konsultasi bagr pelaksana dan
penggerak Pengartrsutamaxt Gender (PUG) di seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dan atau lnstansi Vertikal di Kabupaten Beng!<utlu Utara yang
di Fasiltasi Oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja (POI(.IA)
Pengarusutamaan Gender (PUG) (Bappeda darr Dinas PPPA) Kabupaten
Beng}:ulu Utara.

Konsultasi yang dimaksud adalah dafam benhrk Pertemuan
Konsultasi seca.ra Priodik yang diililti oleh semua anggota POKJA
Pengarusutamaan @nder (PUG) Kabupaten Bengkarlu Utara yaitu pada awal
Tahun Anggaran, Pertemuan/Konsultasi dengan Agenda merenc€rnakan
Program dan Kegiatan POKJA. Pertemuan Selanjutnya setelah Pelaksanaan
Program dan Kegiatan anggota POIUA Pengarusutamaan Gender.

Pada kegiatan konsultasi ini at<an menyampaikan target Rencana
Kegiatan POIUA Pengarusutamaan &nder (PUG) y{Lg akan dilaksanakan
pada tahun anggaran bersanglrutan, sedanglan pertemr:an konsultasi yang
dilakukan setelah semester pertama guna melihat sejauh mana tingkat
pelaksanaan dan pencapaian sasaran kegiatan POIGIA Penganrsutamaan
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